ABSTRAK

Juwita Pebriyanti (1228010100): Implementasi Peraturan Bupati Bandung
Nomor 31 Tahun 2017 dalam Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa di Desa
Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi Peraturan
Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dalam mekanisme pengangkatan
perangkat desa di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Secara normatif, kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan proses
pengangkatan perangkat desa yang terbuka, objektif, akuntabel, dan selaras
dengan prinsip good village governance. Namun, dalam praktiknya masih
ditemukan persoalan pada aspek penyampaian informasi, pelaksanaan isi
kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi sumber daya manusia
dan representasi wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa berdasarkan keempat aspek
tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi
kepustakaan. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, satu orang
perangkat desa, empat orang masyarakat, Camat Bojongsoang, serta Kabid
Administrasi dan Pemerintahan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Analisis data dilakukan dengan model
interaktif Miles dan Huberman, sedangkan analisis teori yang dipakai untuk
implementasi kebijakan menggunakan teori Jan Merse dalam Kad;ji (2015), yang
meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati
Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa
di Desa Cipagalo belum berjalan optimal karena penyampaian informasi
rekrutmen belum terbuka dan merata, pelaksanaan seleksi belum sepenuhnya
sesuai ketentuan, partisipasi dan pengawasan masyarakat masih terbatas, serta
sistem penilaian belum didukung instrumen yang terukur dan akuntabel.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo masih memerlukan perbaikan,
terutama dalam aspek keterbukaan informasi, konsistensi tahapan seleksi,
penguatan partisipasi dan pengawasan masyarakat, serta penerapan sistem
penilaian yang lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, mekanisme
pengangkatan perangkat desa diharapkan dapat berlangsung lebih transparan, adil,
dan akuntabel sesuai prinsip good village governance.
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